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“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar 
Ra’du: 11) 
 

(Depag RI, Al-Qur’an dalam Terjemahnya, Jakarta: Tanjung Mas Inti Semarang, 
1992) 
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara 
diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An 
Nisa: 34) 
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(Depag RI, Al-Qur’an dalam Terjemahnya, Jakarta: Tanjung Mas Inti Semarang, 
1992) 
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Perceraian Akibat Melanggar Ta’lik Talak 
Di Pengadilan Agama Banyumas 

 
Ady Prastya Cahya Wijayanto 

NIM: 072321002 
 

Abstrak 
 

Putusnya perkawinan karena perceraian di Indonesia pada umumnya 
menggunakan lembaga ta’lik talak (cerai talak), namun tidak sedikit dari 
masyarakat yang putus hubungan perkawinannya karena putusan pengadilan 
diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran ta’lik talak. 

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui alasan perceraian di 
Pengadilan Agama Banyumas. Pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian 
ini adalah apa dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 
perceraian akibat melanggar ta’lik talak di Pengadilan Agama Banyumas dan 
faktor-faktor apa saja penyebab perceraian akibat melanggar ta’lik talak. 

Penyusun dalam penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya 
diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga 
literatur-literatur lainnya dengan mengkaji tentang berkas putusan Pengadilan 
Agama Banyumas. Metode yang digunakan penyusun bersifat analisis deskriptif 
yaitu menganalisis dan mengkaji fakta secara sistematik sehingga mudah 
dipahami dan disimpulkan, dalam hal ini menggambarkan proses penyelesaian 
perceraian akibat melanggar ta’lik talak. 

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara perceraian akibat melanggar ta’lik talak dalam perkara pada 
nomor:849/Pdt.G/2007/PA.BMS yaitu tergugat pergi meninggalkan selama 1 
tahun 3 bulan tidak diketahui alamatnya dan tidak mengirim nafkah kemudian 
dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (b). Perkara pada 
nomor: 0875/Pdt.G/2008/PA.BMS yakni tidak adanya keharmonisan, sering 
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah tidak tercukupi, 
dasar hukum hakim putus pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (g). Pada perkara 
nomor: 0460/Pdt.G/2009/PA.BMS yaitu seringnya terjdi perselisihan dan 
pertengkaran disebabkan tergugat tidak pernah memberi nafkah, dasar hukum 
hakim jatuh pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (f). Perkara nomor: 
0603/Pdt.G/2010/PA.BMS yaitu tergugat telah lalai dalam menunaikan 
kewajibannya dan telah kumpul dengan wanita lain (selingkuh) maka dasar 
hukum hakim putus pada pasal 19 huruf (f) dan KHI huruf (f). Perkara nomor: 
0893/Pdt.G/2011/PA.BMS yaitu tergugat telah pergi selama 20 tahun 8 bulan 
tidak kembali maupun kirim nafkah maka dasar hukum hakim jatuh pada pasal 19 
huruf (f) dan KHI huruf (b). Sedangkan faktor-faktor penyebab pereraian di 
Pengadilan Agama Banyumas yaitu dikarenakan faktor ekonomi, tidak adanya 
tanggung jawab, dan tidak ada keharmonisan terhadap keluarga sehingga 
menjadikannya putus tali perkawinan. 
 
Kata Kunci: Perceraian, Ta’lik Talak, Putusan Pengadilan Agama 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987. 

 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ b be ب

 taʹ t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż ze (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

ix 
 



 ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa’ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l ‘el ل

 mim m ‘em م

 nun n ‘en ن

 wawu w W و

 ha’ h ha ه

 Hamzah ’ apostrof ء

 Ya’ y ye ي

 

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

1. Vokal 

1) Vokal tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fath}ah A A  َ◌ 
x 

 



 Kasrah I I 

 D}ammah u U 

 

Contoh:  َكَتَب -kataba   ُیذَْھَب - yaz\habu 

    su'ila –سُئلَِ    fa‘ala - فـَعَلَ 

2) Vokal rangkap (diftong)  

Vokal rangkap bahasa Arab yanglambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i يْ 

 Fathah dan وْ 

wawu Au a dan u 

  

Contoh:  َكَیْف - kaifa    َھوَْل – haula 

 

2. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Huruf dan 

Tanda  

Nama 

 fathah dan alif ....ا… يْ 

atau ya 

ā a dan garis di 

atas 

 kasrah dan ya ī i dan garis di .…يْ 

atas 

 

 ----- و

dammah dan 

wawu 

ū u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 
      qīla – قیِْلَ    qāla -  فاَلَ 

 َ◌ 
 ُ◌ 

 َ◌  َ◌ 

 َ◌ 

 ُ◌◌َ 
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 yaqūlu – یقول   ramā - رَمى
 

3. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua: 

1) Ta  marbutah hidup 

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakatfathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbut}ah mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanyatamarbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan  dengan ha (h) 

contoh: 

 Raud}ah al-At}fāl روضة الأ طفال

 al-Madīnatu al-Munawwarah المدینة المنوره

 Talhah طلحة

 

4. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: ربنّا - rabbanā             ل  nazzala – نزَّ

5. Kata Sandang. 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaituال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 
xii 

 



yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya.  

Baik diikuti huruf  syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanda sambung atau hubung. 

Contoh: 

 ar-rajulu -  الرّجل

 al-qalamu - القلم

6. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu 

terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

Hamzah di awal اكل akala 

Hamzah di tengah تأخدون ta’khudzūna 

Hamzah di akhir النوّء an-nau’u 

 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dua cara; dapat dipisah perkata dan dapat pula dirangkaikan. 

Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.  

Contoh: 

 wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin :  وان الله لھو خیرالرازقین

 fa aufu al-kaila wa al-mizana :  فاوفوا الكیل والمیزان
xiii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menentukan syari’at perkawinan dengan tujuan untuk 

mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan kasih sayang antara suami 

isteri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak yang mempunyai 

hubungan besan akibat perkawinan suami isteri itu, dan untuk melanjutkan 

keturunan dengan berkehormatan.1 

Perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam 

kehidupan manusia, karena dengan perkawinan dapat diatur tata pergaulan 

antara laki-laki dan perempuan. Dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih 

sayang. Oleh karena itu tepat apabila Islam mengatur masalah perkawinan 

dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup 

berkehormatan sesuai kedudukannya.2 

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang 

kekal bagi pasangan suami isteri. Hak dan kewajiban suami isteri diatur 

sedemikian rupa. Namun dalam perjalanan suatu rumah tangga, bukanlah hal 

yang mudah untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pasangan dan 

tidak menutup kemungkinan bila perselisihan akan semakin memuncak dan 

sebagai akhir dari hubungan suami isteri adalah perceraian. Dan apabila 

1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press 
Yogyakarta, 2000), hlm. 701. 

2 Ibid, hlm. 1. 
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terjadi perselisihan antara suami isteri diatur pula bagaimana cara mengatasi 

semisal dengan ta’lik talak.3 

Dalam fiqh disebut dengan “thalaq muallaq” atau talak yang bersyarat, 

yaitu suatu talak yang digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi 

dimasa yang akan datang, misalnya bila seorang suami mengucapkan talak 

dibarengi dengan kata-kata syarat atau yang semakna dengannya, seperti jika, 

apabila, kapan, dan lain-lain. Dengan demikian, jika ada seorang suami 

berkata kepada isterinya, apabila kamu pergi ke .... (atau meyebutkan nama 

suatu tempat), maka kamu lepas (tercerai). Dengan kata-kata ini talak belum 

lagi jatuh kecuali isteri tersebut betul-betul pergi ketempat yang disebutkan 

suami dalam ucapan talaknya tersebut.4 

Dalam konteks ke-Indonesia-an masalah ta’lik talak diatur dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pasal 45-46 yang disebutkan bahwa ikatan perkawinan dapat 

diputuskan melalui tiga cara: a. Karena kematian, b. Karena perceraian, c. 

Putusan Pengadilan. Perceraian karena putusan Pengadilan bisa dilakukan 

dengan menggunakan dua cara. Pertama yaitu melalui proses khulu’ dimana 

si isteri setuju untuk mengembalikan mahar kepada suaminya sebagai 

imbalan dari kemerdekaan yang akan ia peroleh atau melalui perceraian yang 

digantungkan kepada suatu kondisi secara umum dikenal istilah ta’lik 

3Ibid, hlm. 2. 
4Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqhu al-Mar’atu al-Muslimah, alih bahasa Anshori 

Umar, Fiqh Wanita (Semarang: Asy-Syifa, 1986), hlm. 402. 
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talak. 5 Keduamelalui proses fasakhyaitu pengajuan cerai oleh isteri tanpa 

adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami, dalam kondisi 

dimana suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan 

berturut-turut, suami meninggalkan isterinya selama empat tahun berturut-

turut tanpa ada kabar berita, suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang 

telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya 

(sebelum terjadinya hubungan suami isteri), atau adanya perlakuan buruk 

oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain 

yang membahayakan keselamatan dan keamanan isteri.Jika gugatan tersebut 

dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak isteri, maka 

Hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.6 

Secara singkat ta’lik talak adalah suatu talak yang digantungkan 

padasuatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu 

perjanjianyang telah diperjanjikan lebih dulu. 7  Meski bukan merupakan 

syarat namunDepartemen Agama menganjurkan kepada Pejabat Daerah agar 

dalam pernikahan itu dibacakan ta’lik talak (Maklumat Kementrian Agama 

No. 3 tahun 1953). Sighat ta’lik dirumuskan sedemikian rupa untuk 

melindungi isteri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika isteri tidak 

rela atas perlakuan suami maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian 

5Qomarudin Hidayat, Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum 
dan Pendidikan (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 73. 

6 Deny Al Faruq, “Perceraian di Indonesia”,http://www.google.com/,diakses pada 
tanggal 10 Februari 2014 pukul 14.10 WIB. 

7Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: 
Liberti,2004), hlm. 115. 
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berdasarkan terwujudnya syarat ta’lik talakyang disebutkan dalam sighat 

ta’lik. 

Merupakan hal yang biasa bagi seorang suami untuk mengucapkan 

ta’lik talak pada suatu ikatan perkawinan seperti meninggalkan isteri saya 

tersebut dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib 

kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri 

saya itu, atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan isteri saya itu enam 

bulan lamanya, maka dengan pengaduan isteri ke Pengadilan akan 

mengakibatkan si isteri tersebut terceraikan. Dengan karakter yang unik di 

Indonesia, syarat yang digantungkan untuk jatuhnya perceraian tersebut 

secara umum diucapkan pada setiap perkawinan yang dilakukan.  Perceraian 

adalah merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri 

yang sudah tidak cocok setelah melakukan beberapa upaya untuk 

mempertahankan rumah tangganya. Dan walau Islam membolehkan 

perceraian bukan berarti itu dapat dengan mudah dilakukan. Karena 

perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, sebagaimana 

sabda nabi: 

 مَااَحَلَّااللهُشَيْئًااَبْغَضَاِلَيْهِالطَّلاَقُ(روه ابو داود)8

“Allah tidak menghalalkan sesuatu yang paling dibencinya dari pada talak”. 
(HR. Abu Dawud) 
 

Berdasarkan hadits tersebut, menunjukkan bahwa perceraian  

merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui suami isteri bila ikatan 

perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan 

8  Sunan Abu Dawud, Terj. Bey Arifin dkk (Semarang: Asyifa, 1992),III, hlm. 87.  
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kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh 

berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah 

pihak baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun 

langkah-langkah dan teknik yang dianjurkan oleh al-Qur’an dan hadits. 

Namun jika perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya maka halini 

dapat saja dilakukan, firman Allah SWT dalam Al-Qur’an: 

÷ b Î ) u r ( # q ã Bt “ t ã t , » n = © Ü 9 $ # ¨ b Î
* sù© ! $ # ì ì ‹ Ï ÿ x œÒ OŠ Î = t æÇ Ë Ë Ð È 

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 227) 

 
Meskipun perceraian itu diperbolehkan tetapi pemerintah memegang 

prinsip untuk mencegah terjadinya perceraian. Karena memegang prinsip atau 

asas mencegah terjadinya perceraian itulah maka perceraian hanya dapat 

dilakukan didepan sidang Pengadilan dan mempunyai cukup alasan 

sebagaimana yang telah dijelaskan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 (penjelasan pasal 39), jo Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975 

maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 adalah: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan 

sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara  5  tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
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d. Salah satu pihak melalukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. 

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

g. Suami melanggar ta’lik talak. 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.9 

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim haruslah mempunyai 

pertimbangan yang cukup, apakah pertimbangan keputusan ini mempunyai 

pertimbangan yang cukup atau tidak, maka hal ini dapat dilihat dari 2 sisi 

yaitu dari segi tata cara pemeriksaan dan dari segi pertimbangan 

MajelisHakim dalam memberikan keputusan. Diharuskannya Hakim untuk 

menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang cukup adalah dikarenakan 

jika suatu putusan dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup, maka 

keputusan tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi, hal ini 

tentu merugikan para pihak yang berperkara karena masalah akan berlarut-

larut, selain akan menghambat kelancaran proses peradilan. 

Pengadilan Agama Banyumas sebagai salah satu lembaga Pengadilan 

yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 

perkara perdata khusus tingkat satu bagi masyarakat Banyumas. Dalam 

9 Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Dirjen Pembinaan Kelembagaan 
Agama Islam (Jakarta: t.p, 2000), hlm. 56-57. 
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realitanya Pengadilan Agama Banyumas banyak memutuskan perkara 

perceraian, baik cerai talakmaupun cerai gugat. 

Menurut data yang penyusun peroleh pada tahun 2010 terdapat 1.627 

perkara yang diterima dan 1.360 perkara tentang pelangaran ta’lik talak yang 

diputus, sedangkan untuk tahun 2011 terdapat 1.799 perkara yang diterima 

dan 1.434 perkara pelanggaran ta’lik talak yang diputus. 10  Dari perkara 

perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Banyumas mengalami 

kenaikan di setiap tahunnya dan memiliki berbagai macam faktor penyebab 

terjadinya perceraian.  

Oleh karena keterbatasan waktu, penyusun mengambil 5 sampel kasus 

putusan dari tahun 2007-2011 dengan mengambil 1 sampel kasus di tiap 

tahunnya dan melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

melanggar ta’lik talak. 

Menurut jurusita11bahwa kelalaian seorang suami yang tidak memberi 

nafkah atau tidak memperdulikan isteri pada umumnya masuk faktor 

ekonomi. Lima kasus perceraian yang menjadi studi awal penelitian, ini 

menunjukkan adanya faktor nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami yang 

menyebabkan isteri menggugat dan berbagai faktor lainnya. Lima kasus 

tersebut dengan nomor perkara Nomor: 849/Pdt.G/2007/Pa.Bms, Nomor: 

0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, Nomor: 0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, Nomor: 

0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, dan Nomor: 0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang 

10  Wawancara dengan Bapak Lukmanul Hakim, SH. (Panitera muda, Pengadilan 
Agama Banyumas, waktu pelaksanaan pukul 11.00 WIB tanggal 22 Februari 2014) 

11  Wawancara dengan Bapak Sukarjo (Jurusita, Pengadilan Agama Banyumas, waktu 
pelaksanaan pukul 13.00 WIB tanggal 22 Februari 2014) 
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melanggar ta’lik talak. Dari 5 kasus putusan tersebut seluruhnya diputus oleh 

Pengadilan Agama Banyumas. 

Karena berbagai alasan dan kasus seperti yang dipaparkan di atas 

penyusun tertarik untuk menyusun judul PERCERAIAN AKIBAT 

MELANGGAR TA’LIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA 

BANYUMAS  

 

B. Definisi Operasional 

Dari judul skripsi yang penyusun angkat ada beberapa istilah yang perlu 

penjelasan, agar arah dan maksud penulisan skripsi ini menjadi jelas dan tidak 

terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Perceraian  

Secara bahasa perceraian (talak) bermakna melepas, mengurangi, 

atau meninggalkan; melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali 

pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan. 12 

Secara istilah Menurut Abdur Rahman al-Jaziri yakni 

menghiangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ikatan pelepasannya 

dengan menggunakan lafadz khusus.13 

Jadi perceraian adalah tidak berkumpul lagi atau tidak saling 

berhubungan terutama tentang pertalian Kekeluargaan antara suami 

12  Supriatna dkk,  Fiqh Munakaht II (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 19. 
13Ibid, hlm. 19-20. 
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isteri. Perceraian adalah putusnya perkawinan menurut pasal 38 

(Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974). 

 

2. Melanggar  

Adalah perbuatan (perkara dan lain sebagainya) yang melanggar 

(Undang-Undang dan sebagainya).14 

3. Ta’lik Talak 

Ta’liksecara bahasa menurut A.W. Munawir dalam bukunya 

Kamus Arab-Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab (bentuk 

masdarnya) yakniعَلَّقَ-يُعَلِّقُ-تَعْلِيْقًا yang artinya menggantungkan atau 

menangguhkan. 15  Sedangkan kata talak adalah ًَطَلَّقَ-يُطَلِّقُ-طَلاَّقاyang 

artinya bercerai dari suaminya. 16
PJika kalau digabungkan dua lafaz 

tersebut mengandung arti yakni pergantungan talak atau menggabungkan 

talak. 

Adapun pengertian ta’lik talak, secara terminologi menurut Kamal 

Mukhtar dalam bukunya Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan 

adalah semacam ikrar yang dinyatakan setelah terjadi akad nikah. 

Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas 

14Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka, 1985),hlm. 
561. 

15 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia(Jakarta: Pustaka Progresie, 
1984), hlm. 964. 

16Ibid, hlm. 957. 
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isterinya apabila terjadi dikemudian hari atau melanggar salah satu atau 

semua yang telah diikrarkannya itu.17 

Dengandemikianta’liktalaksejatinyaadalahsalahsatubentukperceraia

n yang digantungkanpadasyarat-syarat yang telahditentukan. 

4. Pengadilan 

Adalah lembaga mencari keadilan yang berwenang menyelesaikan 

permasalahan dan berhak membuat putusan, tugas dan wewenang yang 

dimiliki oleh Hakim, sebagai penentu keadilan. Para Hakim dalam 

memutuskan perkara harus mempertimbangkan terlebih dahulu secara 

benar sehingga tidak terjadi kesalahan yang akan mengakibatkan 

perselisihan atau pertengkaran antara kedua belah pihak.18 

5. Studi Putusan 

Studi adalah pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 19  

Sedangkan putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam 

sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa perdata atau bebas atau 

lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam penelitian ini, putusan perkara 

yang diambil adalah 5 tahun (2007-2011) dan diambil 1 sampel kasus 

putusan dari tiap tahunnya yaitu dengan perkara Nomor: 

849/Pdt.G/2007/Pa.Bms, Nomor: 0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, Nomor: 

0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, Nomor: 0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, dan 

Nomor: 0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang melanggar ta’lik talak. 

17 Kamal Mukhtar, Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan(Jakarta: Bulan 
Bintang, 1974), hlm. 227. 

18  J.T.S. Simorangkir, et.all, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 124. 
19Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Karya Anda, 1985), 

hlm. 5. 
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C. Rumusan Masalah 

Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian 

akibat melanggar ta’lik talak di Pengadilan Agama Banyumas dan faktor-

faktor apa saja penyebab perceraian akibat melanggar ta’lik talak? 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuandaripenyusunanskripsiiniadalah: 

1. Untukmengetahuiapa dasar pertimbangan yang 

digunakanolehHakimdalammemutuskanperceraianberdasarkanmelanggar 

ta’liktalak dan faktor-faktor  apa saja penyebab perceraian akibat 

melanggar ta’lik talak. 

Adapunkegunaannyaadalah: 

1. Untukmenambahwawasandanpengetahuanpenyusundalambidangperkara 

di Pengadilan Agama Banyumas. 

2. Untukmenambahkhazanahkeilmuandalammasalahperkarata’liktalak. 

 

E. Kajian Pustaka 

Undang-Undang merumuskan bahwa perceraian harus dilakukan 

didepan Pengadilan, perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan dianggap 

tidak sah dan tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak 
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diakui kebenarannya. Undang-Undang perkawinan tidak melarang perceraian 

hanya dipersulit pelaksanaannya. Artinya tetap dimungkinkan terjadi 

perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan dan itupun 

harus dilaksanakan secara baik dihadapan sidang Pengadilan. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

berusahasemaksimal mungkin mengendalikan dan menekan angka perceraian 

kepada titik paling rendah. Perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan 

sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan hanya bagi 

pasangan suami isteri tapi juga kepada anak-anak yang mestinya diasuh dan 

dipelihara dengan baik. Kegagalan rumah tangga bukan saja membahayakan 

rumah tangga itu sendiri tapi juga kehidupan masyarakat. Hampir separuh 

kenakalan remaja yang terjadi dibeberapa negara diakibatkan oleh keluarga 

yang berantakan. 

Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih 

bahwaperceraian adalah hak suami adalah pemikiran yang keliru, karena 

isteri dapat menggugat suami untuk bercerai apabila ada hal yang menurut 

keyakinannya rumah tangga yang sudah dibina itu tidak dapat 

diteruskan.20Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan 

yang diajukan oleh seorang isteri agar perkawinan dengan suaminya menjadi 

putus.  

Qomaruddin Hidayat dalam bukunya yang berjudul Pranata Sosial di 

Indonesia Pergulatan Sosial Politik Hukum dan Pendidikan.Misalnya, juga 

20Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia(Jakarta: Kencana 
PrenadaMedia Group, 2006), hlm. 17. 
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telah melakukan kajian terhadap hal ini. Dalam buku ini, Qomaruddin 

Hidayat menjelaskan bahwa perceraian yang berlaku dalam ikatan 

perkawinan orang-orang Islam di Indonesia adalah instuisi talak, yang dalam 

hal ini suami dapat menceraikan isterinya sesudah usaha-usaha yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk merekonsiliasikan pasangan suami 

isteri itu tidak memenuhi hasil yang memuaskan.21 

Menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA22 dalam bukunya 

yang berjudul Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, bahwa 

pada kondisi tertentu alternatif  perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya 

dengan itu suatu percekcokan bisa diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi 

penyebab perceraian bisa jadi salah satu pihak telah mengabaikan 

kewajibannya, atau terjadi perselisihan yang tak kunjung padam, sedangkan 

masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Di samping itu 

ketidakharmonisan bisa pula disebabkan oleh faktor ekonomi maupun suami 

yang tidak bertanggung jawab. Misalnya selama berrumah tangga suami tidak 

mempunyai pekerjaan tetap. Demikian pula isteri tidak berpenghasilan dan 

hanya sebagai ibu rumah tangga. Dalam kasus ini boleh dikatakan bahwa 

yang menjadi penyebab perceraian ialah serentetan permasalahan, dan 

masalah ekonomi yang kurang baik, kesetiaan isteri, sampai kepada masalah 

intervensi orang tua. 

Tetapi perlu diingat pula bahwa, tidak selamanya yang menjadi faktor 

penyebab perceraian itu disebabkan faktor ekonomi, bisa juga terjadi dari 

21Qomarudin Hidayat, Pranata Sosial, hlm. 74. 
22 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer 

(Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 51. 
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pihak suami yakni tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga 

terjadinya ada pihak ketiga (selingkuh) yang menjadi penyebab terjadinya 

perceraian. Suatu rumah tangga yang kemudian menjadi berantakan, bisa jadi 

dari sudut ekonomi sudah cukup mapan, dari segi ini tidak ada lagi peluang 

dari pihak ketiga untuk campur tangan dalam keluarga 

mereka.Kesimpulannya bahwa karena keterbatasan kemampuan manusia 

dalam segala hal, maka kondisi tertentu perceraian itu merupakan satu-

satunya jalan mengakhiri kemelut rumah tangga. 

Nazlah Naqiyah 23  dalam penelitiannya yaitu tentang perceraian di 

Kabupaten Probolinggo, hari Selasa 20 Februari 2007 memuat tentang data 

dan latar belakang peristiwa yang memicu tingginya kasus perceraian 

sehingga dalam sehari Pengadilan Agama bisa menggelar 15 sidang 

perceraian. 

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah 

tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. 

Adanya tekanan sosial di masyarakat (sosial pressure) bahwa bercerai bukan 

hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. 

Bercerai adalah hal yang halal tetapi di benci oleh Allah SWT. Bercerai 

menimbulkan masalah sosial bagi kelangsungan hidup anak-anak dan orang 

tua. Bercerai merobohkan tiang rumah tangga. Kepercayaan antar pasangan 

semakin rapuh dan rusak. Dari bukti tersebut, krisis perkawinan berada pada 

tingkat yang mengkhawatirkan. Hal yang ditengarahi menjadi polemik yang 

23 Najlah Naqiyah, “Perceraian”, http://www.google.com/, di Akses pada tanggal 25 
Februari 2014, pukul 09.10 WIB. 
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memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam 

memahami perasaan pasangan. 

Penyebab perceraian dilatarbelakangi karena pernikahan dibawah umur 

dan persoalan ekonomi. Fakta tingginya angkanya perceraian merupakan 

rapuhnya pondasi rumah tangga di masyarakat. Mengapa masyarakat 

sedemikian rupa mudah mengajukan cerai, setelah mereka mengadakan 

perjanjian suci dengan Tuhan. Pertanyaan perceraian yang kian marak 

terjadi.24 

Laki-laki dan perempuan berbeda dalam menghadapi emosi masing-

masing. Hal yang rawan bagi laki-laki ialah cenderung mempertahankan ego 

dan harga diri mereka, dan tidak kuat dikritik isteri secara terus menerus, 

bersikap membisu dan disentif. Hal yang rawan bagi perempuan cenderung 

emosional, suka mengkritik dan menangis. Sikap yang berbeda tersebut kerap 

kali memicu pertengkaran apabila tidak memiliki kecerdasan emosi untuk 

mengerti perasaan masing-masing pasangan. 

Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan dibawah umur. 

Pernikahan dibawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pertikaian 

yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, 

kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai 

perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan. 

Seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara 

mereka berfikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan 

24Ibid. di Akses pada tanggal 25 Februari 2014, pukul 09.10 WIB. 

 
 

                                                            



16 
 

dalam hidup. Menikah dibawah umur yang disertai pendidikan rendah 

menyebabkan ketidakdewasaan. 

Sugianto dalam skripsinya yang berjudul “Ta’liq Thalaq Dalam 

Persepektif Hukum Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, 25  dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ta’liq thalaq adalah pergantungan thalaq yang diucapkan oleh suami 

dengan suatu syarat. Di Indonesia ucapan pergantungan thalaq ini 

diucapkan sesudah akad nikah, karena di Indonesia ta’liq thalaq diartikan 

semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya 

suatu thalaq atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar 

salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu, dan pada dasarnya 

penggantungan ini tidak ada unsur paksaan, namun hanya suka rela. 

2. Pernyataan ikrar yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

berlaku di Indonesia yakni dari suami dalam melakukan kehidupan suami 

isteri nanti padahal kalau dilihat dari kitab-kitab fiqh pada umumnya 

dilarang bahwa thalaq muallaq yang merupakan senjata bagi suami 

dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada isterinya yang 

nusyuz, seperti suami menyatakan kepada isterinya yang sering 

berkhalwat dengan orang lain: apabila kamu masih menemui orang itu, 

maka disaat kamu bertemu itu jatuhlah thalaq saya padamu. Jadi hal 

thalaq muallaq ini dimaksudkan untuk peringatan terhadap isterinya 

25Sugianto, “Ta’liq Thalaq Dalam Persepektif Hukum Fiqh Dan Kompilasi Hukum 
Islam (KHI)”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004. 
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yang nusyuz dan hari ini pula suami mengucapkan apabila 

menghendakinya. 

3. Dilihat dari segi substansinya perjanjian ta’liq thalaq pada dasarnya 

merupakan perjanjian suami isteri yang bersifat suka rela, ada tidaknya 

ditentukan oleh kehendak para pihak suami isteri yang bersangkutan. 

Hanya dalam hal ini aturan perundangan (fakta yuridis) itu ikut campur 

tangan, yakni peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1991 mengatur 

tentang prosedur serta rumusan ta’liknya, yaitu memberikan keadilan 

bagi masing-masing pihak, baik kepentingan suami maupun kepentingan 

perlindungan terhadap isteri. 

4. Dalam putusnya suatu thalaq ditentukan oleh Pengadilan atas kuasanya. 

Namun dalam kitab-kitab fiqh tidak ada yang menyebutkan bahwa 

putusnya thalaq itu harus dimuka Pengadilan, hal ini pada dasarnya 

ucapan thalaq itu adalah bukan untuk dibikin main-main. Jadi kalau di 

Indonesia itu harus dilakukan dimuka Pengadilan dimaksudkan untuk 

mengurangi terjadinya perceraian, hal ini kalau dikaitkan dengan ushul 

fiqh adalah merupakan suatu maslahah mursalah bagi umat yang ada di 

Indonesia. 

5. Alasan yang bisa dibuat untuk mengajukan thalaq atau cerai adalah 

sebagai berikut: suami tidak memberi nafkah, salah satu pihak 

meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak 

mendapat hukuman penjara selam 5tahun atau hukuman yang lebih berat, 

salah satu pihak melakukan perbuatan zina, salah satu pihak murtad atau 
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keluar dari agama Islam, salah satu pihak menjadi pemabuk berat, 

penjudi berat yang kesenangnya itu sukar untuk disembuhkan. Salah satu 

pihak melakukan penganiayaan dengan kejam yang bisa membahayakan 

pihak lain. Salah satu pihak terdapat cacat jasmani yang tak mungkin 

dapat disembuhkan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai suami. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau 

pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan dan rukun kembali. 

6. Sedangkan thalaq muallaq hanya ada dalam kitab-kitab fiqh yang 

subjeknya dibebankan kepada isteri. Ternyata pada penelitian kami 

bahwa secara sepintas thalaq muallaq sama dengan ta’liq thalaq. Hanya 

secara riil berbeda. 

7. Akhirnya ditemukan bahwa di Indonesia tidak dikenal dengan istilah 

thalaq muallaq dan ta’liq thalq itu hanya berlaku di Indonesia yang 

merupakan terminologi khusus. 

Subhan Aziz dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor Ekonomi 

Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Purwokerto No.43/Pdt.G/2007/PA.Pwt, 

No.41/Pdt.G/2007/PA.Pwt,  No.46/Pdt.G/2007/PA.Pwt)”. 26  Telah meneliti 

faktor ekonomi yang melatarbelakangi timbulnya perselisihan secara terus-

menerus yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama 

Purbalingga. Didalam penelitian ini juga membahas tentang salah satu hal 

26 Subhan Aziz, “Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi 
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto No.43/Pdt.G/2007/PA.Pwt, 
No.41/Pdt.G/2007/PA.Pwt,  No.46/Pdt.G/2007/PA.Pwt)”, Skripsi, Purwokerto: STAIN 
Purwokerto, 2009. 

 
 

                                                            



19 
 

yang bisa menyebabkan difasakhnya suatu perkawinan, tetapi dalam skripisi 

ini lebih memfokuskan sebabnya dari ekonomi (nafkah), sehingga berbeda 

dengan penelitian yang penyusun lakukan. Karena fokus utama dalam 

penelitian ini adalah mengenai perceraian akibat melanggar ta’lik talak. 

Berdasarkan penelusuran literatur di atas, maka penyusun tegaskan 

bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh orang lain, karena 

penyusun membahas tentang perceraian akibat melanggar ta’lik talak di 

Pengadilan Agama Banyumas. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan 

(library research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya 

diperoleh dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan ini 

dan juga literatur-literatur lainnya. 27 Yang dimaksud penyusun disini 

yakni mengkaji tentang berkas putusan Pengadilan Agama Banyumas 

No.849/Pdt.G/2007/Pa.Bms, No.0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, 

No.0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, No.0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, dan 

No.0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang melanggar ta’lik talak. 

2. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

27Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik(Jakarta: Rineka 
Cipta, 1998), II, hlm. 11. 
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a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data diperoleh oleh penyidik dari sumber 

data untuk tujuan khusus,28 dari sumber data penelitian. Sumber data 

primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah salinan putusan 

dari Pengadilan Agama Banyumas dengan perkara 

No.849/Pdt.G/2007/Pa.Bms, No.0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, 

No.0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, No.0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, 

No.0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang melanggar ta’lik talak, 

demikian juga data dari Pengadilan Agama Banyumas dan 

wawancara dengan Hakim dan panitera Pengadilan Agama 

Banyumas. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti 

lewat pihak lain, dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya 

berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.29 

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni para Hakim 

Pengadilan Agama Banyumas yang memutuskan perkara tentang 

Perceraian akibat melanggar ta’lik talak melalui wawancara secara 

langsung. 

 

 

28Winarno Surakhmand, Pengantar Penelitian Ilmiyah (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 
134. 

29  Saefudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah menggunakan metode wawancara (interview) dan 

dokumentasi. 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengajukan pertanyaan dengan orang yang menanganinya, melalui 

tatap muka (face to face) maupun menggunakan telepon.30 Dalam 

hal ini penyusun melakukan wawancara dengan Hakim dan panitera 

di Pengadilan Agama Banyumas. 

b. Dokumentasi 

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara pengumpulan 

bahan-bahan dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, 

majalah, dan sebagainya.31Dalam hal ini penyusun mengumpulkan 

salinan putusan dari Pengadilan Agama Banyumas dengan perkara 

No.849/Pdt.G/2007/Pa.Bms, No.0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, 

No.0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, No.0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, 

No.0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang melanggar ta’lik talak.  

4. Metode Analisis Data 

30 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif Aktualiasi Metodologi Ke Arah 
Ragam Varian Kontemporer(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143. 

31 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
1995), hlm. 70. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, 

dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk 

non angka lainnya. 32  Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis 

melainkan pada usaha menjawab permasalahan penelitian. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang bersifat analisis deskriptif yaitu menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematik sehingga mudah dipahami dan 

disimpulkan. 33Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan. 

Metode ini digunakan untuk menguraikan berbagai data yang berkaitan 

dengan judul yang penyusun angkat baik dari wawancara, dokumen 

lapangan, maupun yang lain. Kemudian penyusun mencoba memahami 

data tersebut selanjutnya penyusun melakukan analisis dari data yang 

didapat tersebut untuk dapat mengemukakan kesimpulan.34Dalam hal ini 

penyusun menganalisis putusan tentang perceraian akibat melanggar 

ta’lik talak di Pengadilan Agama Banyumas. 

Dengan 5 sampel kasus putusan dari tahun 2007-2011 dan 

mengambil satu sampel kasus ditiap tahunnya kemudian melihat apa 

dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian 

tersebut serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

melanggar ta’lik talak. 

32Ahmad Tazeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 29. 
33Ibid, hlm. 70. 
34 Soedjono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), I, hlm. 13-14. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika dalam skripsi ini penyusun bagi kedalam lima bab 

yaitu: 

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisikan tinjauan umum tentang perceraian dan ta’lik talak. 

Perceraian yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum dan hukum 

perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, serta akibat perceraian. 

Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang ta’lik talak meliputi 

pengertian ta’lik talak, dasar hukum ta’lik talak, macam-macam ta’lik talak, 

syarat ta’lik talak, sighat dan unsur ta’lik talak, ta’lik talak menurut 

perundang-undangan serta ta’lik talak menurut Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). 

Bab ketiga, berisikan kasus perceraian akibat melanggar ta’lik talak di 

Pengadilan Agama Banyumas yang meliputi gambaran umum Pengadilan 

Agama Banyumas, isi putusan No.849/Pdt.G/2007/Pa.Bms, 

No.0875/Pdt.G/2008/PA.Bms, No.0460/Pdt.G/2009/PA.Bms, 

No.0603/Pdt.G/2010/PA.Bms, No.0893/Pdt.G/2011/PA.Bms tentang 

perceraian akibat melanggar ta’lik talak dan data penyebab melanggar ta’lik 

talak. 
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Bab keempat, berisikan analisis terhadap putusan perkara di Pengadilan 

Agama Banyumas tentang perceraian akibat melanggar ta’lik talak, meliputi 

analisis dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara perceraian 

akibat melanggar ta’lik talak di Pengadilan Agama Banyumasdan  dilanjutkan 

dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat 

melanggar ta’lik talak di Pengadilan Agama Banyumas. 

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari 

penelitian ini, saran-saran, penutup, lampiran-lampiran dan daftar riwayat 

hidup. 

 

 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan dan penjelasan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa hal ini lebih mengarah kepada bukti-bukti dan fakta-fakta 

dimana kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali walaupun 

Mejelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dan kesabaran. 

Karena dalam perkawinan mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan 

dan tidak adanya tanggung jawab suami terhadap isteri sebagaimana 

ketentuan dalam pasal 1 tentang dasar perkawinan Undang-Undang 

No.1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta surat Ar-

Rum ayat 21, sehingga tujuan perkawinan yang mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sakinah mawaddah 

wa rahmah berdasaran ketuhanan Yang Maha ESA.  

Dasar pengambilan keputusan Hakim dalam meutuskan 

perkara tersebut menurut penyusun sudah sesuai sebagaimana 

ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan KHI pasal 116. 

Dimana perkara pada No:849/Pdt.G/2007/PA.BMS pasal 116 KHI 

huruf (b), perkara No:0875/Pdt.G/2008/PA.BMS pasal 116 KHI huruf 

(g), perkara No:0460/Pdt.G/2009/PA.BMS pasal 116 KHI huruf (f), 

perkara No:0603/Pdt.G/2010/PA.BMS pasal 116 KHI huruf (f) dan 
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(g), sedangkan pada perkara pada No: 0893/Pdt.G/2011/PA.BMS 

pasal 116 KHI huruf (b). 

2. Kasus cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Banyumas memang 

meningkat dari tiap tahun ke tahunnya. Faktor ekonomi adalah faktor 

yang paling berpengaruh terhadap perceraian yang diajukan isteri. Di 

samping itu ada juga faktor ketidak harmonisan dan faktor tidak 

tanggung jawab terhadap keluarga yang berkaitan dengan faktor 

ekonomi. Keharmonisan bisa hancur karena ekonomi keluarga tidak 

baik sehingga timbul perselisihan-perselisihan yang berlanjut pada 

pertengkaran yang sangat mengganggu keharmonisan keluarga 

sehingga berujung pada gugatan perceraian, selain itu kurang adanya 

komunikasi yang mengakibatkan masuknya orang ketiga dalam rumah 

tangga. Faktor tanggung jawab juga berkaitan dengan faktor ekonomi 

dimana suami bertangung jawab terhadap ekonomi keluarga. 

 

B. Saran-Saran 

1. Bagi kaum laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan 

pernikahan, hendaklah melihat kemampuan dan kesiapan diri dalam 

membangun rumah tangga, apalagi pihak suami akan menjadi kepala 

rumah tangga yang harus menopang ekonomi rumah tangga agar tercipta 

suasana keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Dan perceraian 

adalah langkah yang harus dambil ketika perkawinan tersebut tidak lagi 
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bisa diselamatkan yang apabila perkawian itu dilanjutkan akan semakin 

banyak menimbulkan masalah. 

2. Hakim adalah orang yang berkuasa untuk mengabulkan atau menolak 

suatu perkara di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. Sebelum Hakim memutuskan harus mempertimbangkan fakta-

fakta penyebab perkara diajukan serta alasan perkara diajukan. Dan 

dalam hal ini Hakim harus menjunjung tinggi supremasi hukum dalam 

perkara apapun. 
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